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PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 11 TAHUN 2016 

TENTANG 

KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM, 

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN/KOTA  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang :  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 118 Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara 

Pemilihan Umum, perlu menetapkan Peraturan Presiden 

tentang Kedudukan Keuangan Ketua dan Anggota Komisi 

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 

 

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang 

Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); 
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2016, No.26 -2- 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN 

KETUA DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI 

PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN 

UMUM KABUPATEN/KOTA. 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:  

1. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, 

adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang 

bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas 

melaksanakan pemilihan umum. 

2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi, selanjutnya disebut 

KPU Provinsi, adalah penyelenggara pemilihan umum di 

tingkat provinsi. 

3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya 

disebut KPU Kabupaten/Kota, adalah penyelenggara 

pemilihan umum di tingkat kabupaten/kota. 

 

Pasal 2 

Kedudukan keuangan ketua dan anggota KPU, KPU Provinsi, 

dan KPU Kabupaten/Kota terdiri atas:  

a. uang kehormatan; dan  

b. fasilitas. 

 

Pasal 3 

(1) Ketua dan anggota KPU diberikan uang kehormatan 

setiap bulan.  

(2) Ketua dan anggota KPU Provinsi diberikan uang 

kehormatan setiap bulan.  

(3) Ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota diberikan uang 

kehormatan setiap bulan. 

 

Pasal 4 

(1) Besarnya uang kehormatan ketua dan anggota KPU 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah 

sebagai berikut: 
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